
 

 

 

 

BUPATI BINTAN 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

PERATURAN BUPATI BINTAN 

NOMOR 40 TAHUN  2018 

 

TENTANG 

 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN                                              

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BINTAN, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2017 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 3896); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4.undang............ 

 

SALINAN 
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4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia nomor 5049);  

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234);  

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2005 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575);  

 

 

 

 

Peraturan........ 

JDIH.BINTANKAB.GO.ID 

http://jdihn.bphn.go.id/detail/1799/PEMERIKSAAN-PENGELOLAAN-DAN-TANGGUNG-JAWAB-KEUANGAN-NEGARA/04uu015.doc
http://jdihn.bphn.go.id/file_peraturan/04uu025.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/1815/PERIMBANGAN-KEUANGAN-ANTARA-PEMERINTAH-PUSAT-DAN-PEMERINTAHAN-DAERAH/04uu033.doc
http://jdihn.bphn.go.id/file_peraturan/09uu028.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/file_peraturan/11uu012.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/file_peraturan/14uu023.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/file_peraturan/15uu009.pdf
http://peraturan.go.id/inc/view/11e44c4ed207972084ca313231363534.html
http://peraturan.go.id/inc/view/11e44c4f36186580b7d9313231393432.html
http://jdih.bintankab.go.id/jdih21/index.php/jdih/home


12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun   2005    Nomor 138,    Tambahan    Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693);  

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165);  

19.Peraturan........ 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5219); 

20. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 

Tahun 2007; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada 

Pemerintah 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Bintan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bintan Tahun 2016 Nomor 10); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bintan  Tahun 2017 Nomor 7); 

26. Peraturan Bupati Bintan Nomor 36 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017; 

27. Peraturan Bupati Bintan Nomor 53 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017; 

28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 4); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN                                          

TAHUN ANGGARAN 2017 

 

Pasal  1 

 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri atas : 

a.  Pendapatan : 

1. Pendapatan Asli Daerah Rp.   257.000.773.231,86 

2. Pendapatan Transfer Rp.   802.544.387.864,00 

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp.           441.435.295,84 

    Jumlah Pendapatan   Rp. 1.059.986.596.391,70 

b. Belanja : 

1. Belanja Tidak Langsung 

a) Belanja Pegawai Rp.  345.148.402.596,00 

b) Belanja Bunga Rp.                  0,00 

c) Belanja Subsidi Rp.                  0,00 

d) Belanja Hibah Rp.  9.161.320.000,00 

e) Belanja Bantuan Sosial Rp 3.930.732.319,00 

f) Belanja Bagi Hasil Rp.                      0,00 

g) Belanja Bantuan Keuangan Rp   88.218.434.936,00 

h) Belanja Tidak Terduga Rp.          46.449.997,00 
 

2. Belanja Langsung 

a) Belanja Pegawai Rp. 95.293.689.266,00 

b) Belanja Barang dan Jasa Rp.    277.477.136.818,25 

c) Belanja Modal Rp.    200.892.894.479,62 

                                            Jumlah Rp.    927.083.662.062,96 

       Surplus/(Defisit)  Rp.    121.471.220.633,82 

3. Pembiayaan : 

a) Penerimaan Daerah Rp. 138.324.168.358,81 

b) Pengeluaran Daerah Rp.     2.000.000.000,00 

      Jumlah Pembiayaan Netto Rp.    136.326.168.358,81 

Sisa Lebih Pembiayaan  

Anggaran Tahun Berkenaan  Rp.  176.143.704.338,64 

 

 

 

 

 

 

Pasal........ 
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Pasal  2 

Ringkasan Laporan Realiasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bintan ini. 

 

Pasal  3 

Ringkasan Laporan Realiasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan 

Realisasi Anggaran 

 

Pasal  4 

Penjabaran Laporan Realiasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bintan ini  

 

Pasal  5 

Peraturan Bupati Bintan ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati Bintan ini dengan penempatannya dalam berita 

daerah Kabupaten Bintan. 

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan 

pada tanggal  29 Agustus 2018 

Plt BUPATI BINTAN 
WAKIL BUPATI  

 

ttd 

DALMASRI SYAM 

Diundangkan di Bandar Seri Bentan 

pada tanggal  29 Agustus 2018 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BINTAN 
 

ttd 

ADI PRIHANTARA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 40 
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